
Pendapatan dan Belanja Daerah tahun,rAnggaran

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (4)
Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 18 Tahun
2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah, pergeseran anggaran dapat dilakukan dengan
mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran

a. bahwa memperhatikan perkembangan 'dalain - - '-~'-~---.-

pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran
2021, terdapat kegiatan yang mendesak untuk
.dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Kementerian
Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal. .
Perimbangan Keuangan Nomor SE-2/PK/2021 Tentang
Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer Ke Daerah
Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 167/PPMK.07/2020 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
141/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana
Insentif Daerah;

BUPATISUMBAWA,

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

PERUBAHANKETIGAATASPERATURANBUPATISUMBAWANOMOR98
TAHUN2020 TENTANGPENJABARANANGGARANPENDAPATANDAN

BELANJADAERAHTAHUNANGGARAN2021

TENTANG

PERATURANBUPATISUMBAWA
NOMOR J.lf TAHUN2021

BUPATISUMBAWA
PROVINSINUSATENGGARABARAT

. \
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Pemerintahan
tentang

Republik
23 Tahun 2014

(Lembaran Negara
Nomor

Daerah
8. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor44210);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (LembaranNegara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara republik Indonesia Nomor5049);

1. Pasal 18 ayat (6)Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

anggaran berkenaan untuk selanjutnya ditampung dalam
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan ketiga atas
Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 98 Tahun 2020
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat

.f-,
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Indonesia Tahun 2014 Nomor244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor4028);

10. Peraturan Pernerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
KepalaDaerah Kepada DewanPerwakilan Rakyat Daerah,
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor4693);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972),

t .r sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambaban
Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor6057);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
LembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor6322);

_1/ Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 16 Tahun 2007t/'f tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor6177);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta
Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil
Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang
seta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan
LembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor5209);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
RepublikIndonesia Tahun 2010 Nomor123, Tambahan
LembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor5165);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor73, Tambahan Lembaran
NegaraRepublikIndonesia Nomor6041); .

.. .,
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tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaiman
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang
Tata Cam Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan KepalaDaerah tentang Penjabaran
AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (BeritaNegara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor525);

20. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
NegeriNomor99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima
atas Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (BeritaNegaraRepublik Indonesia Tahun
2018 Nomor565);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor754);

22. Peraturan Menteri dalam NegeriNomor 62 tahun 2017
tentang PengelompokanKemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor1067);

23. Peraturan MenteriDalam NegeriNomor36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam
-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor630);

24. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor64 Tahun 2020
{~ tentang PedomanPenyusunan AnggaranPendapatan dan
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Diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

Beberapa ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati
Sumbawa Nomor 98 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten
Sumbawa Tahun 2020 Nomor 98) yang telah diubah beberapa kali dengan :
a. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 7 Tahun 2021 (Berita Daerah

KabupatenSumbawaTahun 202'1Nomor 7); dan
b. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 8 Tahun 2021 (Berita Daerah

Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 8);

Pasal I

PERATURANBUPATITI<;NTANGPERUBAHANKETIGAATAS
PERATURANBUPATI SUMBAWANOMOR 98 TAHUN 2020

______'TF;NTANQYE.NJA8ARA~ ANGGARAN PENDAPAlAN_.PAN
BELANJADAERAHTAHUNANGGARAN2021.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

26. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 5 Tahun
2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Sumbawa Tahun 2020 Nomor 5).

27. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 98 Tahun 2020
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten
Sumbawa Tahun 2019 Nomor 98) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Petaturan Bupati -.,---~----

Sumbawa Nomor 8 Tahun 2021 (Berita Daerah
Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 8);

'; -,; '.

25. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 18Tahun
2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun
200TNomor 18)..,;,' '-::.-:

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
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.~..; '_.' ...,- : . -....

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021 NOMOR 14

-" .'--,~'.' . . , ',; _._: ._. . .;

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

~ '.; '_' , .. _' ".'.~ '.';- .

Diundangkan di Sumbawa Besar

pada tanggal AI M ~ 'U)lJ

- "-
t~AHMUD ABDULLAH

. ,. _ " ,"..... ',". ..

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 1-1 lIlA ... ; '2-0,2.,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Sumbawa.

','.' ..:".' .Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. . - ..~_.' .':.~._: _

Pasal II

.. ' ..


